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REC[IVERS & ADMINISTRATORS FOR BANKRUPTCY 

- Bahwa atas klarifikasi yang dilaksanakan oleh Termohon ke Oinas
Pendidikan Provinsi OKI Jakarta, maka Kepala Suku Dinas
Pendidikan Wilayah II Kotamadya Jakarta Utara menyurat kepada
Oinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta dan Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus untuk
memperkuat keterangan dan surat yang dikeluarkan oleh Kepala
Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara .
Atas surat tersebut diperoleh fakta bahwa:

1. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membuat Surat Jawaban
Klarifikasi dengan Nomor: 5428/PK.OO.OO tanggal 18 September
2024 kepada Ketua KPU Kota Palopo yang menyebutkan bahwa
yang bersangkutan (Trisal Tahir) tidak terdaftar sebagai Peserta
Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2016 pada Satuan
Pendidikan PKBM YUSHA (Vide Bukti P-21);

2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan
Pendidikan Khusus mengeluarkan Surat Nomor:
2569/C6/DM.00.02/2024 tanggal 18 September 2024 yang
ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Kotamadya
Jakarta Utara yang menyebutkan bahwa Saudara Trisal Tahir
berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban
Komputer (WK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta
UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016 (Vide Bukti P-19);

3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Badan
Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Pusat Asesmen
Pendidikan mengeluarkan Surat Nomor:1090/H4/DT.00.08/2024
tanggal 18 September 2024 tentang Verifikasi Data Peserta
Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2016, yang ditujukan
kepada Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang
menyebutkan bahwa Saudara Trisal Tahir berdasarkan database
pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (WK) yang
bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan
Kesetaraan tahun 2016. (Vide Bukti P-20) .

Ketiga surat tersebut di atas pada Pokoknya menyatakan 
Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan 
Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak 
terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016 . 

- Bahwa secara detail dokumen Trisal tahir yang di klarifikasi dan hasil
klarifikasi dapat diuraikan sebagai berikut :
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Termohon telah melakukan klarifikasi kepada instansi yang 
berwenang dan menemukan fakta Ijazah Trisal Tahir tidak 
terdaftar pada instansi yang berwenang sehingga menyatakan 
pihak terkait Tidak Memenuhi Syarat (TMS) . 

Sebab dalam Perbawaslu Pasal 30 ayat 6 Nomor 2 Tahun 2020 
pada pokoknya menyatakan dilarang membuat kesepakatan hal­
hal yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sikap KPU 
di awal yang menyatakan Pihak Terkait tidak rnemenuhi syarat 
sudah sesuai dengan Pasal 50 ayat 1 dan 7 UU Pemilihan juncto 
Pasal 112, sampai dengan Pasal 119 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 
sehingga seharusnya tidak ada tawar menawar dalam 
Musyawarah (mediasi) pembuatan kesepakatan tersebut . 
Termohon cukup mempertahankan Hasil klarifikasi dan Status 
Pihak terkait Tidak memenuhi Syarat; 

- Bahwa tindakan Terrnohon telah rnelakukan klarifikasi kepada
instansi yang berwenang dan menemukan fakta Ijazah Trisal Tahir
tidak terdaftar pada instansi yang berwenang sehingga
menyatakan pihak terkait Tidak Memenuhi Syarat (TMS) telah
sesuai dengan Pasal 50 ayat 1 dan ayat 7 UU Pemilihan juncto
Pasal 112, 113, 119 PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Oleh karena itu,
seharusnya Termohon mernpertahankan produk hukumnya, pada
saat sengketa Bawaslu di Kota Palopo dan tidak membuat
kesepakatan baru;

- Bahwa pada masa perbaikan yaitu tanggal 9 sampai dengan 11
September 2024, Termohon pernah rnelakukan klarifikasi secara
tertulis maupun berkunjung secara langsung di Suku Dinas
Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara dan
ditemukan fakta ijazah Trisal Tahir tidak terdaftar atau tidak
ditemukan di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi
Jakarta Utara (Bukti P-16, Bukti P-17, P-18, Bukti P-19, Bukti
P-20, Bukti P-21) .

- Bahwa oleh karena itu, Termohon sebenarnya telah melakukan
klarifikasi mengenai keabsahan Ijazah Calon Walikota Palopo atas
nama Trisal Tahir dengan basil klarifikasi ljazah Trisal Tahir
tidak terdaftar pada instansi terkait atau berwenang .

- Bahwa fakta hasil klarifikasi dalam bentuk tertulis maupun dalam
bentuk kunjungan langsung ke instansi yang berwenang tanggal
9 sampai dengan 11 September 2024 (Vide Bukti P-16, P-17,
Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21) serta klarifikasi
kernbali tanggal 18 September 2024 atas tanggapan Masyarakat
atas nama Syahrul, SH (Vide Bukti P-12) dapat dijadikan rujukan
jika Termohon melakukan klarifikasi sepanjang keabsahan ijazah
Calon Walikota Palopo atas nama Trisal Tahir.
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selain karena merupakan pelanggaran yang sifatnya prinsip dan 
terukur, dimana Mahkamah dalam beberapa putusannya sebagai 
pengadilan terakhir (the last resort), dalam perkara ini terdapat residu 
pelanggaran yang belum terselesaikan dan bahkan menimbulkan 
disorder of law antara Termahan dengan Bawaslu Kata Palapa. Sudah 
pernah ada klarifikasi atas keabsahan Ijazah calan Walikata namar urut 
4 yang kemudian dinyatakan TMS, lalu ada lagi perintah berdasarkan 
putusan Bawaslu untuk melakukan klarifikasi, hingga pada akhirnya 
Paslan Namor urut 4 dinyatakan MS. Sudah ada penetapan tersangka 
terhadap Calon Walikata Namar urut 4 karena menggunakan berkas 
pencalanan yang palsu, kemudian tiba-tiba dikeluarkan surat 
penghentian penyidikan karena daluarsa masa penyidikan. Hal 
demikian konsekuen jika terkait dengan syarat calon kepala daerah 
adalah sudah menjadi ranah dan kewenangan MK terkait dengan proses 
yang mempengaruhi perolehan suara; 

10. Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, atas fakta-fakta dan
keadaan riil yang menunjukkan Calon Nomor Urut 4 (Trisal Tahir) yang
tidak memenuhi syarat sebagai Calon Walikota sejak awal dengan
berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf c UU No. 10/2016, adalah berdasar
dan beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi. Sebab syarat
dimaksud merupakan syarat yang berlaku bagi calon dari masa
pendaftaran, bahkan hingga setelah pelantikan. Hal demikian telah
dipertegas dalam putusan Mahkamah pada Perkara Nomor:
145/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Yalima yang pada
pakoknya menyatakan: "Pemenuhan syarat pendaftaran calon adalah
bukan peristiwa hukum bersifat 'einmalig', yang dianggap terjadi
seketika dan sekali saja sehingga sekali saja suatu syarat terpenuhi
maka yang bersangkutan selamanya akan menyandang status
"memenuhi syarat". Sebab, calon pejabat publik dipilih, baik selama
menjadi calon maupun setelah dilantik tetap melekat status subjek
hukum yang selalu menjadi contoh, panutan, atau suri tauladan, baik
sikap batin dan integritas maupun perbuatannya bagi warga
masyarakat. "

11. Bahwa dalam permahonan a quo pada bagian Petitum, Pemohon
meminta agar Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut
4 dibatalkan karena seharusnya sejak awal Tidak Memenuhi Syarat,
dan oleh karenanya seharusnya tidak diikutsertakan dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Kata Palapa Tahun 2024 .

Bahwa petitum yang mencantumkan Pembatalan Penetapan Pasangan 
Calon, Penetapan Nomor Urut, dan Penetapan Hasil Suara bukanlah 
Petitum yang obscure dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata 
Usaha Negara sepanjang dalam permohonan tetap mencantumkan 
Surat Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil. Hal ini dapat dilihat 
dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 
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